
Menimbang :

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2OI7

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Provinsi Utara Nomor 6 Tahun 2A16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Iembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparahrr

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 1&|;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah provinsi

sumatera utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera
utara Tahun 2oL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang
Susunan Organisasi Dinas-:Dinas Daerah provinsi

sumatera utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera utara
Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2OlT tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur sumatera utara
Nomeor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2ALT Nomor 14);

6.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG

TUGAS DAN TATA KERJA DINAS

SUMATERA UTARA

TUGAS, FUNGSI, URAIAN

PERKEBUNAN PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

1.

2.
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara-

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovslt

adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana Teknis

Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan

fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki

keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi

dibidang perkebunan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a.. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang

produksi perkebunan,perlindungan perkebunan, usaha

tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan kebijakan dibidang produksi

perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani

perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

4.

5.

6.

7.
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c. penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis di
bidang usaha perkebunan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan teknis

dibidang produksi perkebunan, perlindungan

perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha

perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksana tugas

teknis dibidang produksi perkebunan, perlindungan

perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha

perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. penyelenggaraan administrasi teknis dibidang produksi

perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani
perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur Sumatera Utara, sesuai tugas dan fungsinya;

(3) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang

kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi dan

pengembangan, pengolahan dan pemasaran,

perlindungan dan penataan sumberdaya serta telmis

perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;

b. menyelenggarakan penJrusunan program

kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi dan

pengembangan, pengolahan dan pemasaran,

perlindungan dan penataan sumberdaya serta teknis

perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;

c. menyelenggarakan penataan kesekretariatan meliputi
program, akuntabilitas dan informasi publik, keuangan

dan kepegawain;

d. menyelenggarakan penataan prasarana dan sarana

meliputi kelembagaan dan penyuluhan, pupuk, alat

dan mesin serta pembiayaan dan investasi;

e. menyelenggarakan penataan produksi dan

pengembangan meliputi optimasi dan pengembangan,

budidaya tanaman semusim dan rempah serta

budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
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ob.

h.

j.

k.

,

menyelenggarakan penataan pengolahan dan
pemasaran meliputi pembinaan usaha, pasca panen

dan pengolahan hasil serta promosi dan pemasaran

hasil;

menyelenggarakan penataan perlindungan dan

sumberdaya meliputi pengamatan dan pengendalian

organism pengganggu tanaman, gangguan usaha dan

konservasi serta penataan sumberdaya;

menyelenggarakan penataan pelayanan teknis
perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;

menyelenggarakan pengawasan di bidang prasarana

dan sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan

dan pemasaran, perlindungan dan penataan

sumberdaya serta teknis perbenihan, pengelolaan lahan

dan proteksi tanaman;

menyelenggarakan pembinaan di bidang prasarana dan

sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan

pemasaran, perlindungan dan penataan sumberdaya

serta teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi

tanaman;

menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan

di bidang prasarana dan saratrla, produksi dan

pengembangan, pengolahan dan pemasaran,

perlindungan dan penataan sumberdaya serta teknis

perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;

menyelenggarakan penyelenggaraan di bidang

prasarana dan sarana, produksi dan pengembangan,

pengolahan dan pemasara.n, perlindungan dan

penataan sumberdaya serta teknis perbenihan,

pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;

menyelenggarakan pemberian rekomendasi teknis

perkebunan;

n. menyelenggarakan pemantauan

perkebunan;

dan evaluasi

menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas

Perkebunan; dan

menyelenggarakan pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Gubefirur sesuai tugas dan fungsinya.

l.

rI].

o.

p.
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(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21dan ayat (3),

Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretariat;

b. Bidang Prasarana dan Sarana;

c. Bidang Produksi dan Pengembangan;

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;

e. Bidang Perlindungan dan Penataan Sumberdaya;

f. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan;

g. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Lahan;

h. Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman dan;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan

pembinaan administrasi lrmum, kepegawaian, pengelolaan

keuangan dan perencanaan program, akuntabilitas dan

informasi publik serta pengkoordinasian seluruh kegiatan

bidang-bidang dan UPT.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pen5rusunan dan penyempurnaan

standar pelaksanaan administrasi umum,

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan

program, akuntabilitas dan informasi publik;

b. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian,

pengelolaan keuangan dan perencanaan program,

akuntabilitas dan informasi publik, sesuai ketentuan

dan standar yang ditetapkan;

c. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

d. penyelenggaraan koordinasi, pen5rusunarl rencana

anggararl pendapatan, belanja rutin dan belanja publik

(1)

(21



7

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
standar yang ditetapkan;

e. penyelenggaraan koordinasi, penJrusunan renca.na

pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas

sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g. penyelenggaraa.n pemberian masukan yang perlu

kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala

Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

{3} Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pen5rusunan dan menyempurnakan

standar pelaksanaan administrasi umum,

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan

prograrn, akuntabilitas dan informasi publik;

b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian,

pengelolaan keuangan dan perencanaan program,

akuntabilitas dan informasi publik, sesuai ketentuan

dan standar yang ditetapkan;

c. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

d. menyelenggarakan pengkoordinasian, penJrusunan

rencana anggaran pendapatan, belanja rrrtin dan

belanja publik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar yang ditetapkan;

e. menyelenggarakan pengkoodinasian, penJrusunan

rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan

dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

f. menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

g. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu

kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dal
fungsinya;
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h. menyelen pelaporan dan pertanggung jawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala

Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat {3),

Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Prrblik.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan pen5rusunan perencanaan/program

kerja Sekretariat dan Sub Bagran Umum dan

Kepegawaian;

c. melaksanakan pen5rusunan dan pengolahan data

kepegawaian;

d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai,

peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan,

serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan / Struktural, fungsional dan teknis;

e. melaksanakan penyusunan bahan pernbinaan disiplin
pegawai;

f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier
dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

g. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan

peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di

lingkungan dinas;

h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan

kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di

lingkungan dinas;
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i. melaksanakan pen5rusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan administrasi/penata usahaan,

penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas

dan arsip;

k. melaksanakan penggandaan naskah Dinas;

l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan

rapat-rapat;

m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat,

pelayanan u"mum, pelayanan minimal dan

pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan

barang tidak bergerak;

n. melaksanakan pen5rusunan rencana kebutuhan sarana

dan prasana pengurusan rrrmah tangga,

pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kenderaan

dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan

dan layanan kantor;

o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan
monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan

perpustakaan dinas;

r. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;

s. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Unit
Pelaksana Teknis dinas;

t. melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit
Pelaksana Teknis dinas;

u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesuai bidang tugasnya;

w. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris sesuai bidang tugasnya;

x. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

sesuai standar yang ditetapkan;
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(2) Kepafa Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan pen1rusunarl perenca.naan/program

kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan ;

c. melaksanakan pen5rusunan bahan dan penyiapan

anggaran dinas;
d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan

keuangan dinas ;
e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar g4ji dan

tunjangan Daerah ;

f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan ;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan

pengelolaan teknis administrasi keuangan ;

h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan

penghasilan tambahan lainnya ;

i. melaksanakan verifikasi keuangan ;

j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan

belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana

Teknis ;

k. melaksanakan sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan

penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan ;

1. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi

dan pelaporan administrasi keuangan ;

m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan

Dinas Pegawai ;

n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas

pengawasan ;

o. melaksanakan penyiapan pertanggungiawaban dan

pengelolaan dokumen keuangan;

p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak
lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian

tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
q. melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;

r. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait;
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s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesuai bidang tugasnya;

t. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris sesuai bidang tugasnya;

u. melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik;

c. melaksanakan koordinasi pen5rusunan

perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub

Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan anggararl pada Sub Bagran Program,

Akuntabilitas dan Informasi Pt.tblik;

e. melaksanakan pengkoordinasian dalam per{rusunan

anggaran Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPI;

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga

terkait Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan

anggaran Dinas;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan pen)rusunan

satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran,

akuntabilitas dan informasi publik petunjuk

operasional kegiatan dan revisi anggaran;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data statistik di bidang perkebunan;

i. melaksanaka-n pemantauan dan evalu-asi pelaksanaan

program dan kegiatan, Akuntabilitas dan Informasi

Publik;

j. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis,

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

(LAKIP), LKPJ dan LPPD dinas;
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k. melaksanakan pen1rusunan pengkoordinasian evaluasi

dan monitoring ;

1. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem

informasi Perkebunan ;

m. melaksanakan pen5rusunan pengelolaan data

perkebunan ;

n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;

o. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait ;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

sesu-ai bidang tugasnlra;

q. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris sesuai bidang tuga-snva;

r. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

sesuai standar yang ditetapkan;

tsagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 5

(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan

kebijakan, pen5rusunan standar, pedoman dan prosedur,

penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan di bidang

kelembagaan dan penyuluhan, pupuk, a-lat dan mesin serta

pembiayaan dan investasi.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan penJrusunan kebijakan di bidang

prasa-rana dan sarana;

b. penyelenggaraan penyediaan dukungan prasarana dan

sarana;

c. penyelenggaraan pemberian fasilitasi penumbuhan,

pengembangan kelemba-gaan dan penyuluhan forum

masyarakat bagi pelaku usaha perkebunan;

d. penyelenggaraan penyediaan dan pengawasan

peredaran pupuk, alat dan mesin perkebunan;



13

e. penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pembinaan

pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan;

f. penyelenggaraan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan

investasi di bidang perkebunan;

g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

prasarana dan sarana perkebunan; dan

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai uraian

tugas:

a" menSrelenggarakan pen5rusunan kebijakan di bidang

prasarana dan sarana;

b. menyelenggarakan penyediaan dukungan prasarana

dan sarana;

c. menyelenggarakan pernberian fasilitasi penumbuhan,

pengembangan kelembagaan dan penyuluhan forum

masyarakat bagi pelaku usaha- perkebunan;

d. menyelenggarakan penyediaan dan pengaurasan

peredaran pupuk, alat dan mesin perkebunan;

e. menyelenggarakan pemberian bimbingan dan

pembinaan pembiayaan dan investasi di bidang

perkebunan;

f. menyelenggarakan penyediaan fasilitasi pembiayaan

dan investasi di bidang perkebunan;

g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang

prasarana dan sararla perkebunan; dan

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{a} Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, dan ayat (3),

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dibantu oleh :

a. Seksi Kelembagaan dan Pen5ruluhan;

b. Seksi Pupuk, Alat dan Mesin;

c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
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Pasal 6

{1} Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana

dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;

b. melaksanakan penyiapan bahan pen]rusunan kebdakan

di bidang kelembagaan dan penyuluhan perkebunan;

c" melaksanakan penyiapan bahan dan data penguatan,

pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang

kelembagaan dan penyuluhan perkebunan;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan data penguatan,

pengemba-ngan, peningkatan kapasitas kelembagaan

dan pen5ruluhan petani perkebunan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi

akreditasi kelembagaan perkebunan;

f. mela_ksana-kan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi

dan akreditasi kelembagaan petani perkebunan;

g. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan

pemberian penghargaan kelembagaan perkebunan;

h. melaksanakan fasilitasi dan pemberia-n pengharga-an

kelembagaan perkebunan;

i. melaksanakan peningkatan kapa,sitas Penyuluh

Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

j. melaksanakan pemberian trimbingarr teknis

kelembagaan dan penyuluhan di bidang perkebunan;

k. melaksanakan pengawasan dan evalua-si terhadap

pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan penyuluhan

1. melaksanakan penyusunan laporan da-n

pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan

Penyuluhan; da-n

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bida-ng Prasarana dan Sarana sesuai dengan tu-gasnya-.
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(2) Kepala Seksi Pupuk, Alat dan Mesin mempunyai uraian

tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana

dan anggaran Seksi Pupuk, Alat dan Mesin

Perkebunan;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis di bidang pupuk, alat dan mesin perkebunan;

c. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, alat

dan mesin perkebunan;

d. melaksanakan penyediaan standard mutu pupuk, alat

dan mesin perkebunan;

e. melaksanakan penga\Masan peredaran dan pendaftaran

pupuk, alat dan mesin perkebunan;

f. melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan

pemanfaatan pupuk, alat dan mesin perkebunan;

g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan pupuk, alat da-n mesin;

h. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasiarr kegiatan Seksi Pupuk, Alat dan

Mesin;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugasnya.

{3} Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai u,raian

tugas :

a. melalcsanakan penyiapan traha,n penJrusunan rencana

dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;

b. melaksanakan penyiapan trahan penJrusunan kebijakan

dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang

perkebunan;

c. melaksanakan bimbingan, pendampingan dan supervisi

pembiayaan dan investasi perkebunan;

d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan pembialraan dan investasi;

e. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan

Investasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugasnya.
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Bagran Keempat

Bidang Produksi dan Pengembangan

Pasal 7

Bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan

kebijakan, pen5rusunan standard, pedoman dan prosedur,

penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan di bidang

optimasi dan pengembangan, budidaya tanaman semusim

dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan

penyegar.

Bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan penJru-sunan kebijakan di bidang

optimasi pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

b. penyelenggaraan penyediaan dan pengawasan di bidang

optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

c" penyelenggaraan pemberian bimbingan di bidang

optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

d. penyelenggaraan pemberian fasilitasi di bidang optimasi

dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman

semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan

dan penyegar;

e. penyelengara.an pemantauan da-n eva-luasi di bidang

optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim d-an rempah serta budidaya tanama-n

tahunan dan penyegar;

f. penyelenggaraan penJrusunan rencana kebutuhan di

bidang optimasi dan pengembarlgan perkebunan,

budidaya tanaman semusim dan rempah serta

budidaya tanaman tahunan dan penyegar;

g. penyelenggaraan pengawasan di bidang optimasi dan

pengembangan perkebunan, budidaya tanaman

(21
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semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan

dan penyegar;

h. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan

peningkatan produksi dan pengembangan tanaman

semusim dan rempah di bidang perkebunan;

i. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan

peningkatan produksi dan pengembangan tanaman

tahunan dan penyegar di bidang perkebunan;

j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

produksi dan pengembangan perkebunan; dan

k. penyelenggaraan tuga-s lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai

uraian tugas :

a. menyelenggarakan pen3rusunan kebijakan di bidang

optimasi pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

b. menyelenggarakan penyediaan dan pengawasan di

bidang optimasi dan pengembangan perkebunan,

budidaya tanaman semusim dan rempah serta

budidaya tanaman tahunan dan penyegar;

c. menyelenggarakan pemberian bimbingan di bidang

optirnasi dan pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta trudidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

d. menyelenggarakan pemberian fasilitasi di bidang

optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang

optimasi dan pengembangarl perkebunan, budidaya

tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman

tahunan dan penyegar;

f. menyelenggaral<an penyu$unan rencana kebutuhan di

bidang optimasi dan pengembangan perkebunal,

budidaya tanaman semusim dan rempah serta

budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
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g. menyelenggarakan pengawasan di bidang optimasi dan

pengembangan perkebunan, budidaya tanaman

semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan

dan penyegar;

h. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan

peningkatan produksi dan pengembangan tanaman

semusim dan rempah di bidang perkebunan;

i. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan

peningkatan produksi dan pengembangan tanaman

tahunan dan penyegar di bidang perkebunan;

j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang

produksi dan pengembangan perkebunan; dan

k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat {3),

Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan dibantu oleh :

a. Seksi Optimasi dan Pengembangan;

b. Seksi Budidaya Tanarnan Semusim dan Rempah;

c. Seksi budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Optimasi dan Pengembangan mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pen3ru-sunan rencarla

dan anggaran Seksi Optimasi dan Pengembangan;

b. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan

di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan;

c. melaksanakan kebijakan pengawasan optimasi dan

pengembangan perkebunan ;

d. melaksanakan rencana kebutuhan optimasi dan

pengembangan perkebunan ;

e. melaksanakan penerapan tehris pengelolaan

lahan/optimasi lahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan kewenangarl yang ada;
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f. melaksanakan pen5rusunan pedoman teknis dan

standar teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan

sesuai dengan kewenangan dan standard yang

ditetapkan;

g. melaksanakan kebijakan penyiapan bahan rekomendasi

optimasi dan pengembangan perkebunan;

h. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan optimasi

dan pengembangan perkebunan;

i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis optimasi

dan pengembangan perkebunan;

j. melaksanakan pengarffa-san dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan optimasi dan pengembangan;

k. melaksanakan pen)rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Optimasi dan

Pengembangan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Produksi dan Pengembangan sesuai dengan

tugasnya.

{2) Kepala Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana

dan anggaran Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan

Rempah;

b. melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan

di bidang produksi tanamarr semusim dan rempah;

c. melaksanakan penlusunan pedoman teknis meliputi

intensifikasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman

semusim dan rempah;

d. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis

meliputi intensifikasi, peremajaan dan diversifikasi

tanaman semusim dan rempah;

e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi

budidaya tanaman semusim da-n rempah;

f. melaksanakan pengawasall dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman semusim dan

rempah;
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melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Tanaman

Semusim dan Rempah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Produksi Perkebunan dan Pengembangan

sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar

mempunyai uraian tugas :

melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunan rencana

dan anggaran Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan

Penyegar;

melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan

di bidang produksi tanaman tahunan dan penyegar;

melaksanakan pen5rusunan pedoman teknis meliputi

intensifikasi, peremqiaan dan diversifikasi tanaman

tahunan dan penyegar;

melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis

meliputi intensifikasi, peremajaan dan diversilikasi

tanaman tahunan dan penyegar;

melaksanakan bimbingan penerapan teknologi

budidaya tanaman tahunan dan penyegar;

melaksanakan pengawasa"n dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman tahunan dan

penyegar

melaksanakan penJrusunan laporan dan

pendokumenta.sian kegiatan Seksi Budidaya Tanaman

Tahunan dan Penyegar; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Produksi Perkebunan dan Pengembangan

sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 9

{1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan

kebijakan, pen1rusunan standar, pedoman dan prosedur,

ob.

h.

a.

b.

C.

d.

ob'

h.

e.

t.
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penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan di bidang

pembinaan usaha, pasca parlen dan pengolahan hasil serta

promosi dan pemasaran hasil.

(2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan pen5rusunan kebijakan di bidang

pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil,

promosi dan pemasaran hasil;

b. penyelenggaraan penyediaan dukungan pembinaan

usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan

pemasaran hasil;

c. penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi usaha

perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil, promosi

dan pemasaran hasil;

d. penyelenggaraan pengawasan usaha perkebunan, pasca

pa.nen, pengolahan hasil, promosi dan pemasararx hasil;

e. penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pembinaan

usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan

pemasaran hasil;

f. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil,

promosi dan pemasaran hasil; dan

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberika-n oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai

uraian tugas :

a. menyelenggarakan pen5rusunan kebijakan di bidang

pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil,

promosi dan pema-saran hasil;

b. menyelen penyediaan dukungan pembinaan

usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan

pemasaran hasil;

c. menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi usaha

perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil, promosi

dan pemasaran hasil;

d. menyelenggarakan pengawasan usaha perkebunan,

pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran

hasil;
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e. menyelenggarakan pemberian bimbingan dan

pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil,

promosi dan pemasaran hasil;

f. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang

pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil,

promosi dan pemasaran hasil; dan

g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3),

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran dibantu oleh :

a. Seksi Pembinaan Usaha;

b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil

Pasal 1O

(1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana

dan anggaran Seksi Pembinaan Usaha;

b. melaksanakan penyiapan bahan pen)ru$unan kebijakan

di bidang pembinaan usaha;

c. melaksanakan pen1rusunan bahan pengawasan usaha

perkebunan;

d. melaksanakan pen5rusunan bahan pembinaan usaha

perkebunan;

e. melaksanakan penyusunan pedoman kemitraan usaha

perkebunan;

f. melaksanakan pengelolaan data usaha perkebunan;

g. melaksanakan pemberian rekomendasi/pertimbangan

teknis usaha perkebunan;

h. melaksanakan sosialisasi bimbingan dan pembinaan

usaha di bidang regulasi usaha perkebunan;

i. melaksanakan bimbingan penerapan kemitraan usaha

perkebunan;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha

perkebunan;
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k. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan Usaha;

dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengolahan dan Pemasaran sesuai dengan

tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunErn rencana

dan anggaran Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;

b. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan

pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

c. melaksanakan pen5rusunan bahan bimbingan dan

pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan;

d. melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunan

kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan;

e. melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan

pedoman teknologi pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan;

f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan, penerapan

pedoman teknologi pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan;

melaksanakan fasilitasi sertifikasi mu-tu hasil komoditi

perkebunan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil di bidang

perkebunan;

melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengolahan dan Pemasaran sesuai dengan

tugasnya.

ob'

h.

1.
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(3) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

dan anggaran Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

promosi dan pemasaran hasil perkebunan;

c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan

pengembangarl promosi dan pemasaran hasil

Perkebunan;

d. melaksanakan pengumpulan' pengolahan dan

penyebarluasaninformasihargakomoditiperkebunan;

e. melaksanakan penetapan harga Tandan Buah Segar

(TBS) kelaPa sawit;

f. melaksanakan promosi dan parneran produk

perkebunan;

g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis'

pembinaan promosi dan pemasaran hasil perkebu'nan;

h.melaksanakanpemantauandanevaluasipelaksanaan
kegiatanpromosidanpemasaranhasilperkebunan;

i. melaksanakan pen)rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Promosi dan

Pemasaran Hasil; dan

j.melaksanakantuga.slainyangdiberikanolehKepala
BidangPengolahandanPemasaransesuaidengan
tugasnYa.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan dan Penataan Sumberdaya

Pasal 11

(1) Bidang Perlindungan <lan Penataan Sumberdaya

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

penyiapan perumusan ketrijakan, pen5rusunan standard'

pedoman dan prosedur' Penyelenggaraan'

pengkoordinasian kegiatan di bielang pengamatan dan

pengendalian organisme pengganggu tanaman' gangguan

usahadankonservasisertapenataansr:mberdaya.
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(2) Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan sumberdaya

mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan di bidang

pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu

tanaman, ganggu€m usaha dan konservasi serta

penataan sumberdaYa;

b. penyelenggaraan penyediaan dukungan pengamatan

dan pengendalian organisme pengganggu tanaman,

gangguan usaha dan konservasi serta penataan

sumberdaya.;

c. penyelenggaraan pelaksanaan pengembangan

mekanisme, tata kerja, teknologi dan metode

perlindungan dan penataan sumberdaya;

d. penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan,

pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi

perlindungan dan penataan sumberdaya;

e. penyelenggaraan pengelolaan pengamatan dan

pengendalian perlindungan dan penataan sumberdaya;

f. penyelenggaraan dan pengembangan potensi,

pengamatan dan pengendalian perlindungan dan

penataan sumberdaya;

g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

perlindungan dan penataan sumberdaya;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Sumberdaya

mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang

pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu

tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta

penataan sumberdaya;

b. menyelenggarakan penyediaan dukungan pengamatan

dan pengendalian organisme pengganggu tanaman,

gangguan usaha dan konservasi serta penataan

sumberdaya.;

c. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan

mekanisme, tata kerja, teknologi dan metode

perlindungan dan penataan sumberdaya;
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d. menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan,

pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi

perlindungan dan penataan sumberdaya;

e. menyelenggarakan pengelolaan pengamatan dan

pengendalian perlindungan dan penataan sumberdaya;

f. menyelenggarakan engembangan potensi, pengamatan

dan pengendalian perlindungan dan penataan

sumberdaya;

g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang

perlindungan dan penataan sumberdaya;

h. menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2';dan ayat (3),

Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Sumberdaya

dibantu oleh :

a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman;

b. Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi;

c. Seksi Penataan Sumber daya.

Pasal 12

(1! Kepala Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana

dan anggaran Seksi Pengamatan dan Pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman;

b. melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan

pengamatan dan pengendalian orgarrisme pengganggu

tanaman;

e. melaksanakan pen5rusunan dan pengelolaan datatrase

pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu

tanaman;
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d. melaksanakan pen5rusunan bahan pengembangan

kompetensi pengamatan dan pengendalian organisme

pengganggu tanaman;

e. melaksanakan Identifikasi dan inventarisasi organisme

penggangu Tanaman;

f. melaksanakan penyiapan dukungan penanganan dan

penanggulangan organisme penggangu tanaman

dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

g. melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu

tanaman di bidang perkebunan;

h. melaksanakan pen5rusunan bahan pengamatan

organisme pengganggu tanaman di bidang pengendalian

organisme pengganggu tanaman

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan pengamatan dan pengendalian

organisme pengganggu tanaman;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

k. melaksanakan penJrusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamatan dan

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perlindungan dan Penataan Sumberdaya sesuai

dengan tugasnya.

(2) Kepala Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan penJrusunan bahan rencana dan

anggaran Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi;

b. melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan gangguan

usaha dan konservasi perkebunan;

c. melaksanakan penJrusunan bahan materi gangguan

usaha dan konservasi perkebunan;

d. melaksanakan pen5rusunax bahan supervisi materi

gangguan usaha dan konservasi perkebunan;

e. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan media

gangguan usaha dan konservasi perkebunan;
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f. melaksanakan pen5rusunan bahan pengembangan dan

pengelolaan sistems manjemen informasi gangguan

usaha dan konservasi perkebunan;

g. melaksanakan gangguan usaha dan pena'nganan

konservasi di bidang perkebunan;

h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis

penanggulangan gangguan usaha dan penanganan

konservasi di bidang perkebunan;

i. melaksanakan pen5rusunan bahan bimbingan

pemberdayaan teknis lingkungan di bidang

perkebunan;

j. melaksanakan identifikasi fasilitasi penyelesaian

gangguan usaha dan konservasi perkebunan;

k. melaksanakan pengawasan AMDAL/ UKL/UPL

perkebunan

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan Seksi Gangguan Usaha dan

Konservasi;

m" melaksanakan pen)rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Gangguan Usaha

dan Konservasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perlindungan dan Penataan Sumberdaya sesuai

dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Penataan Sumber daya mempunyai uraian

tugas :

a. melaksanakan penJrusunan bahan rencana dan

anggaran Seksi Penataan Sumber daya;

b. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan kebijalcan

teknis di bidang penataan sumber daya perkebunan;

c. melaksanakan pen3rusunan penataan sumber daya di

bidang perkebunan;

d. melaksana-l<an penJrusunan pengembangan,

optimalisasi dan pengendalian penataan sumber daya

di bidang perkebunan;

e. melaksanakan pen5rusunan bahan pengembangan

penataan sumber da,va di bidang perkebunan;



f.

oD'

h.

29

melaksanakan pemberian bimbingan teknis penataan

sumber daYa di bidang Perkebunan;

melaksanakanpemantauandanevaltrasipelaksanaan

tugas dan kegiatan Seksi Penataan Sumber daya

melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Penataan Sumber

daya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a

Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber daya sesuai

dengan tugasnYa.

1.

(u

Bagian Ketujuh

UPT Perbenihan

Pasal 13

UPT Perbenihan mempu-n5rai tugas membantu Kepala

Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan' penyusunall

standar, pedoman dan prosedu-r' penyelenggaraan'

pengkoordinasian kegiatan di bidang perbenihan'

UPT Perbenihan menyelengga-raka'n fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan dan program pelaksana

teknis perbenihan di bidang perkebunan;

b. penyelenggaraan penerapan pedoman teknis

perbenihan Perkebunan;

c. penyelenggaraan teknis perbenihan perkebunan dan

pengembanganmekanisme,tatakerjadarrmetod-e
teknis Perbenihan Perkebunan;

d. penyelenggaraan sertilikasi benih t-anaman perkebunan;

e. penyelenggaraan pengujian mutu dan pengembangan

benih/ kebun sumber benih tanaman perkebuna-n;

f. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan'

pengemasan dan penyeLraran materi teknis perbenihan

bagi pelaku usaha perbenihan perkebunan;

g. penyelenggaJa-an pengelolaan pela.rtanan teknis

perbenihan Perkebunan

h.penyelenggaraanpemberianfasilitasipenumbuhandan

pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat

bragi pelaku usaha perbenihan perkebunan;

(21
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i. penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis

perbenihan perkebunan;

j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

pelaksanaan teknis perbenihan perkebunan;

k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

{3) Kepala UPT Perbenihan mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan penJrusunan kebijakan dan program

pelaksana teknis perbenihan di bidang perkebunan;

b. menyelenggarakan pen5rusunan peneraparl pedoman

teknis perbenihan perkebunan;

c. menyelenggarakan pelaksanaan teknis perbenihan

perkebunan dan pengembangan mekanisme, tata kerja
dan metode teknis perbenihan perkebunan;

d. menyelenggara-kan sertifikasi benih tanaman

perkebunan;

e. menyelenggarakan pengqiian mutu dan pengembangan

benih/ kebun sumber benih tanaman perkebunan;

f. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan,

pengemasan dan penyebaran materi teknis perbenihan

bagi pelaku usaha perbenihan perkebunanl

g. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan teknis
perbenihan perkebunan;

h. menyelenggarakan pemberian fasilitasi penumbuhan

dan pengembangan kelembagaan dan forum
masyarakat bagi pelaku usaha perbenihan perkebunan;

i' menyelenggarakan peningkatan kapasitas teknis
perbenihan perkebunan;

j. menyelenggarakan pemanta.uan dan evaluasi di bidang
pelaksanaan teknis perbenihan perkebunan;

k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(a) untuk melalsanakan tugas dan fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (l),ayat (2) dan ayat {3),
Kepala UPT Perbenihan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum Tata Usaha;

t. Seksi Pelayanan Teknis Perbenihan;

c. Seksi Pengembangan Usaha Perbenihan;
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Pasal 14

(1) Kepala Sub Bagran LImum Tata Llsaha mempunyai r-rraian

tugas :

a. melaksanakan pela,tanan teknis dan administrasi

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana

Teknis (LIPT) Perbenihan.

b. melaksanakan koordinasi pen5rusunan rencana,

prograln dan anggaran di bidang pelayanan teknis

perbenihan perkebunan;

c. melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan ma=slrarakat,

arsip dan dokumentasi;

d- melaksanakan penataan organisasi dan ta-ta laksana;

e. melaksanakan koordinasi dan pen5rusunan peraturan

perundang-undangan;

f . melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan

Negara; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPT Perbenihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Teknis Perbenihan mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana

rl,an angga-ran Seksi Pelayanan Teknis Perbenihan;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

pelayana-n teknis perbenihan perketru, -nan;

c. melaksanakan penJrusunan dan pengelolaan database

pela-va-nan teknis pertrenihan- perkebunan;

d. melaksanakan penyusuna.n bahan pengembangan

kompeten si pela-va na n tekni s perbenihan perketru-na n ;

e. melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi dan

pengawasan sumber benih/kebu-n sumtrer l>enih;

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan

rlan- pen3rebaran materi teknis pertrenihan bagi pelaku

usaha perbenihan perkebunan;

g. mela&sana-kan pelayanan tek-nis pertrenihan

perkebunan;
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h. melaksanakan penJrusunan bahan pengendalian,

pemantauan, bimbingan operasional pelayanan teknis

perbenihan perkebunan;

i. melaksanakan pengelolaan data pelayanan teknis

perbenihan perkebunan;

j. melaksanakan pen5rusunan bahan sekolah lapang

perbenihan di bidang perkebunan;

k. melaksanakan penyediaan dan pengawasan

peredaran/ penggunaan benih di bidang perk-ebtrnan;

1. melaksanakan pengembangan benih varietas unggul di

bidang perkebunan;

m. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan di bidang

perkebunan;

n. melaksanakan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan seksi Pelayanan Teknis Pertrenihan;

o. melaksanakan pen1rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Teknis

Perbenihan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang <liberikan oleh Kepala

UPT Perbenihan sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepaia Seksi Pengembangan Usaha Perbenihan mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana

dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha Perbenihan;

b. melaksana-kan penyiapan ba-han penJrusrrnan kebija-kan

pengembangan usaha perbenihan perkebunan;

c. melaksanakan pen5rusunan dan pengelolaan da-tatrase

pengembangan usaha perbenihan perkebunan;

d. melaksanaka-n fasilitasi penumbuha.n dan

pengembangan forum masyarakat bagi pelaku usaha

(penangka-r) perbenihan perkebunan ;

e. melaksanakan dan memberikan pertimbangan teknis

pengemtra,nga-n usaha- pertreniha n perketrun a:r ;

f. melaksanakan pen5rusunan bahan pengembangan

usaha perbenihan perkebuna-n;

g. melaksanakan pengembangan usaha perbenihan

perkebunan;
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h. melaksanakan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan perbenihan di bidang perkebunan;

i. melaksanakan bimbingan teknis pengembarlgan usaha

perbenihan di bidang perkebunan;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan pengembangan usaha perbenihan

perkebunan;

k. melaksanakan penyusunan laporan dan

pendokr:mentasian kegiatan Seksi Pengembangan

Usaha Perbenihan; dan

1. melaksanakan tugas lain 5rang diberikan oleh Kepala

UPT Perbenihan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT Pengolahan Lahan

Pasal 15

(1) UPT Pengolahan Lahan mempun5rai tugas membantu

Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan,

penJrusu-nan standar, pedoman dan prosedur,

penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan di bidang

pengelolaan lahan.

(2) UPT Pengolahan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a-. penyelenggaraan ketrijakan dan program pelaksana

teknis pengolahan lahan di bidang perkebunan;

b. penyelengga-raan pelaksana teknis pengolaJ-ran lahan

dan mekanisme, tata keda dan metode teknis

pengelolaan lahan perkebunan;

c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan

penyebaran materi teknis pengelolaan lahan tragi

pelaku usaha perkebunan;

d. penyelenggaraan pelayanan teknis pengelolaan laha_n

tanaman perkebunan dan optimasi pengembangan

kebun proel-uksi;

e. penyelenggaraan fasilitas penumbuhan dan

pengembangan tanama-n perkebunan elan optimasi

pengembangan kebun produksi;
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f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas tanaman

perkebunan dan optimasi pengembangan kebun

produksi;

g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pelayanan teknis tanaman perkebunan

dan optimasi pengembangan kebun produksi;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3} Kepala LIPT Pengolahan Lahan mempunyai uranan tugas :

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan program

pelaksana teknis pengelolaan lahan di bidang

perkebunan;

b. menyelenggarakan pelaksanaan teknis pengelolaan

lahan dan mekanisme, tata kerja dan metode teknis

pengelolaan lahan perkebunan;

c. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan

penyebaran materi teknis pengelolaan lahan bagi

pelaku usaha perkebunan;

d. menyelenggarakan pelaSranan teknis pengelolaan lahan

tanaman perkebunan dan optimasi pengembangan

kebun procluksi;

e. menyelenggarakan fasilitasi penumbuhan dan

pengembangan tanaman perkebunan dan optimasi

pengembangan kebun produksi;

f. menyelengga-rakar peningkatan kapasitas tanaman

perkebunan dan optimasi pengembangan kebun

procluksi;

g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi

pela-ksanaan pelayanan teknis t-ana-ma-n perketrunan

dan optimasi pengembangan kebun produksi;

h. menyelenggarakan elaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala LIPT Pengolahan Lahan dibantrr oleh :

a. Sub Bagian Umum Tata Usaha ;

b. Seksi Pelayanan Teknis Pengelolaan Tanaman;

c. Seksi Optimasi Kebun Produksi;

Pasal 16

{1) Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPT

Pengolahan T-ahan;

b. melaksanakan koordinasi pen5rusunan rencana,

program dan anggaran di bidang pela-vanan teknis

tanaman perkebunan dan optimasi pengembangan

kebun produksi;

c. melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi;

d. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;

e. melaksa-nakan koorclinasi dan pen1rusu-nan peraturan

perundang-undangan;

f. melaksanakan pengelola-an barang milik/kekayaan

Negara; dan

g. mela-ksa-nakan trrgas lain yang d-iberikan oleh Kepa-la

UPT Pengelolaan Lahan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengelolaan Tanaman

mempunya-i uraiarr trrgas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

d-an anggaran Seksi Pelayanan Teknis Pengelolaan

Tanaman;

b. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusr-lnan ketrijakan

pelayanan teknis tanaman;
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c. melaksanakan penJrusunan dan pengelolaan database

pelayanan teknis tanaman;

d. melaksanakan pen5rusunan bahan pengembangan

kompetensi pelayanan teknis tanaman;

e. melaksanakan pen)ru.sunan bahan pengendalian,

pemantauan, bimbingan operasional pelayanan teknis

tanaman perkebunan;

f. melaksanakan pengelolaan data pelayanan teknis

tanaman perkebunan;

g. melaksanakan bimbingan pelayanan teknis tanaman di

bidang perkebunan;

h. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi

tanaman perkebunan

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan pelayanan teknis tanaman

perkebunan;

j. melaksanakan penJrusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Teknis

Pengelolaan Tanaman; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPT Pengolahan Lahan sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Optimasi Kebun Produksi mempunyai uraian

tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana

dan anggaran Seksi Optimasi Kebun Pror-luksi;

b. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan

Optimasi Pengembanga-n Kebun Produksi;

c. melaksanakan penJrusunan dan pengelolaan database

Optimasi Pengembangan Ketrun Produksi;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian,

pemantaua-n, bimbingan operasionat Optimasi

Pengembangan Kebun Produksi;

e. mela-ksanakan trimbingan d-an pengelolaan Optimasi

Pengembangan Kebun Produksi;

f. melaksana-kan pengawasan dan pengendalian

pendapatan asli daerah (PAD) kebun produksi
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g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan Optimasi Pengembangan Kebun

Prodrrksi;

h. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Optimasi Kebun

Produksi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepa-la

UPT Pengolahan Lahan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan

UPT Proteksi Tanaman

Pasal 17

(1) UPT Proteksi Tanama-n mempu-nyai tugas memtrantu

Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan,

pen)rusunan standar, pedoman elan prosedur,

penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan di bidang

Proteksi Tanaman.

(2) UPT Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi :

a, pen5relenggaraan kebijakan dan program pelaksana

teknis Proteksi Tanaman;

b. penSrelenggaraan teknis dan mekanisme tata ke4'a

pelayanan teknis Proteksi dan pengembangan proteksi;

c. penyelenggaraan, penyeelia-an, elan penerapan

dukungan pelayanan teknis Proteksi dan

pengemba nga,n proteksi;

d. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan teknis Proteksi

dan pengemtrangan proteksi;

e. penyelenggaraan peningkatan pelayanan teknis Proteksi

dan pengembangan proteksi

f. penyelenggaraan penyebarluasan informasi teknologi

proteksi tanaman

g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi

pelrksanaan pelayanan teknis Proteksi da,n

pengembangan proteksi;

h" pen5relenggaraan tugas lain yang d-iberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



38

(3) Kepala UPT Proteksi Tanaman mempunyai uraian tugas:

a. menyelen pen5rusunan kebijakan dan program

pelaksana teknis Proteksi Tanaman;

b. menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan mekanisme

tata kerja pelayanan teknis Proteksi dan pengembangan

proteksi;

c. menyelen pelaksanaan, penyediaan, dan

penerapan dukungan pelayanan teknis Proteksi dan

nenoernh p.ll.r:.z.rlt nroteksi'

d. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan teknis Proteksi

dan pengembangan proteksi;

e. menyelenggarakan peningkatan pelayanan teknis

Proteksi dan pengembangan proteksi;

f. menyelenggarakan pelaksanaan penyebarluasan

informasi teknologi proteksi tanaman;

g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pelayanan teknis Proteksi dan

pengembangan proteksi;

h. menyelenggara.kan tugas lain yang diberika-n oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21dan ayat (3),

Kepala UPT Prcrteksi Ta_naman dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum Tata Usaha ;

b. Seksi Pelalranan Teknis Proteksi;

c. Seksi Pengembangan Proteksi;

Pasal 18

{1) Kepala Sub Bagian Umr:m Tata Llsa}ra mempunyai uraian

tugas:

a. mela-ksanakan pela5ranan teknis elan administrasi

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Proteksi Tanaman.

b. melaksanakan koordinasi pen5rusunan rencana,

progra-m d,an anggaran di trielang pelayanan teknis

Proteksi dan pengembangan Proteksi;
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c. melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

ker,rmahtanggaan, keqia safila, hr-rbungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi;

d. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;

e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan

nerr rnrlans-r rndancran :

f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan

Nesara: dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proteksi Tanaman sesu-ai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Prot-eksi

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan renca,na

dan anggaran Seksi Pelayanan Teknis Proteksi;

b" melaksanakan penyia-pan bahan pen5rusunan kebijakan

pelayanan teknis Proteksi;

c. melaksanakan pen)rusunan dan pengelolaan database

pelayanan teknis Proteksi;

d. melaksanakan pen5rusunan bahan pengembangan

kompetensi pelayanan teknis Proteksi;

e. melaksanakan penJrusunan bahan pengendalian,

pemantauan, bimbingan operasional pelayanan teknis

Proteksi perkebu-nan;

f. melaksanakan pengelolaan data pelayanan teknis

Proteksi perkebu-nan;

g. melaksanakan bimbingan pelayanan teknis Proteksi di
bidang perkebu-nan;

h. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi

Proteksi perkebunan

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

trrgas dan kegiatan pelayanan teknis Proteksi

perkebunan;

j. melaksanakan pen)rusunan la-poran el_an

pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Teknis

Proteksi: da_n- - - ----"t
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k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPT Proteksi Tanaman sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Pengembangan Proteksi mempunyai uraian

tugas :

a- melaksanakan penyiapan bahan penJrLtsunan rencalta

dan anggaran Pengembangan Proteksi;

b. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan

Pengembangan Proteksi;

c. melaksanil<-ut eksplorasi, identi{ikasi, i:rventarisasi dan

pengembangan agens hayati;

d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan

Pengembangan Proteksi;

e. melaksana.kan pengembangan Brigade Prot,eksi

Perkebunan

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan Pengembangan Proteksi;

g, melaksanakan pen)rusunan laporan rJan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pengembangan

Proteksi; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPT Proteksi Tanaman sesuai dengan tugasnya_.

Bagia-n Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

(U Paela Dinas Perkebunan Provinsi Str_matera LJtara dapat

dibentuk Kelompok Jabatan Fungsionat yang mempunyai

tugas membant_u dan melaksanakan sebagian t_ugas d_a-n

fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing.

(2t Kelompok .Iabata.n Fungsional terdiri el_ari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan

ketentu-an peratura-n perund-ang-unda ngan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2! ditenhrkan berdasarka-n kebutuhan elan tretran keqla.
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BAB III

TATA KERJA

Pasal 2O

Dalam melaksanakan tr-lgasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi

dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan unit kerja

r;nit organisasi larnnya sesuai tugas dan mekanisme yang

ditetapkan;

Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan

pembinaan terhadap bawahan masing-masing;

Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan

tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-

trrgas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksana.kan

tugasnya karena sesuatu hd, maka Kepala Dinas

menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan unt,uk

melaksanakan tugas Sekretaris;

Apabila Kepala Bidang, Kepala UPT berhalangan dalam

melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala

Dinas menghunjuk pejabat yang t.elah memenuhi persyaratan

untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang, Kepala Unit UPT;

Apabila Kepala Sutr Ba-gian Ta-ta Usaha dan/atar; Kepala

Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena

sesu-atu hal, Kepala Satuan menghunjuk pejabat yang telah

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala

Sub Bagian Tata Usaha elan/atau Kepala Seksi.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam

hal trerhalangan melaksanakan tugasnSra, masing-masing

pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya

kepad-a. pejabat setingkat di bawahnya yang dapat

bertanggungiawab sesuai ketentuan peraturan perrrndang-

und-angan.

{21

{3}

(4)

(s)

(6)

{7)
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Pasal 2 1

Llntuk kepentingan koordinasi pengendalian surat men5rurat

maka:

a. Sura-t Dinas yang akan ditandafangani oleh Gubernur harr-rs

melalui paraf koordinasi, Asisten Sekretaris Daerah dan

Sekretaris Daerah.

b. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Dinas, harus

melafui paraf penanggllngiawab Kepala Sub Bagianf Kepala

Seksi, Sekretaris dan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pa-sal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peratr-rran

Gubernur:

a. Nomor 22 Tahtun 2O1O tentang Llraian Tr-rgas, Fungsi da-n

Tata Kerja Dinas Perkebunan Provsu (Berita Daerah Provinsi

Sumatera- t-Itara Tahun 20lO Nomor 22);

b. Nomor 51 Tahun 2OIO tentang Organisasi T\rgas, Fungsi

dan I-Iraian Tfrgas IJPTD pada Dinas Perkebunan Provsu

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor

5U;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23

Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini mular berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerhtahkan

pengundang€rn Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Meclan

pada tanggal 3 Mei 2Ol7

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

trd.

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd_.

HASBAN RTTONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI7 NOMOR 29

Salinarr Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM

PELAKSANA,

--$ai--
HENRY R.K.KELOKO
PEMBINA (IV/a)
NrP.1969L229 t99103 I 006


